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BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlahWpenduduk yang banyak, 

namun jumlah angkatanQkerja yang belum mendapatkan pekerjaanCtinggi. Hal 

tersebut menjadi suatuGmasalah yang belum dapat teratasi karena kualitas 

sumberAdayaSmanusianya yang masih rendah dan jumlah lapanganKpekerjaan 

yang tidak seimbang dengan jumlahFangkatanLkerja yang tersedia (Kemenperin, 

2017). KeynesPberpendapat bahwa keseimbangan ekonomi bisa saja terjadi tanpa 

kesempatan.kerja berada pada posisi full.employment.  Menurut Keynes kenyataan 

pasar tenagaLkerja tidak bekerja sesuai dengan pandanganPklasik. Dimanapun 

para pekerjaLmempunyai semacam serikatXkerja (labor union) yang akan 

berusaha memperjuangkan kepentinganSburuh dari penurunan tingkatDupah. 

Kurangnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat yang sudah siap kerja 

menghadapi beberapa alternatif pilihan. Tenaga.kerja baik yang berpengalaman 

atau fresh.graduate akan tetap memilih bekerja walaupun dengan upah yang 

sangat jauh dari standar upah minimum regional yang telah ditentukan oleh 

pemerintah di masing-masing wilayah (Manggabarani & Triwahyuningtyas, 2019). 

Konsekuensinya.jumlah pengangguran meningkat dan pendapatan yang.diterima 

pekerja lebih rendah dari upah.minimum. Produktivitas/tenaga;kerja masih relatif 

rendah karena rendahnya tingkat pendidikan’yang dimiliki dan 

kurangnya[keterampilan, sehingga tak jarang banyak dari para tenaga]kerja 

terserap pada pekerjaan yang bersifat non formal dan.tidak.tetap. Permasalahan 

perluasan kesempatan kerja dalam pembangunan[Indonesia selalu dikaitkan 

dengan masalah’produktivitas pekerja (Malik, 2016).  

Peranan tenagapkerja sebagai salah satu faktorwproduksi akan 

mempengaruhi pendapatan[nasional. Faktor yang terpenting dari tenagaqkerja 

bukanlahwdari segiekuantastitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenagaekerja 

lebih baik maka akan terjadi peningkatanrproduksi. Tenaga kerja itu sifatnya 

heterogenabaik dilihatsdari segi umur, jenisdkelamin, kemampuanfkerja, 

kesehatan, pendidikan,gkeahlian dan lain sebagainya, oleh karena itu diperlukan 
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perencanaanrtenagafkerja guna mendukung pembangunantnasional Indonesia 

(manpowereplanning) (Indriani, 2016). 

Sebagaimana daerah provinsi JawafBarat yang masih memiliki masalah 

dalam penyerapanbtenaga
h
kerja. Daerah JawanBarat masih belum mampu 

menyerapatenagahkerja yang ada, karena lapanganjpekerjaan yangjtersedia tidak 

sebandingjdengan angkatanfkerja yang ada. Hal ini terlihat dari persentase 

penyerapanctenagavkerja antar pulau Jawa, JawabBarat berada pada 

urutanWkelima sebesar 91.96%, dengan urutan pertama diperoleh 

DaerahKIstimewaBYogyakarta sebesar 96.82%, dan urutan keenam diperoleh 

oleh BantenNsebesar 91.89% (BPS, 2020). Padahal jumlahEpenduduk dan 

tingkatJupah di JawaCBarat sudah termasuk tinggi, sehingga diharapkan dapat 

mendorong penyerapanktenagalkerja yang ada (Prenggondani, 2016). 

Angkatan Kerja dikatakan bekerjaKbila mereka melakukan pekerjaan 

dengan maksud memperolehWatau membantu memperolehWpendapatan atau 

keuntungan dan lamanyaRbekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara 

berkelanjutanGselama seminggu yang lalu. Jumlah angkatanHkerja yang bekerja 

merupakan gambaranCkondisi dari lapanganKkerja yang tersedia. Semakin 

bertambah besarGlapanganGkerja yang tersedia maka akan 

menyebabkanQsemakin meningkatkanXtotalJproduksi di suatu daerah (Jolianis, 

2012). JumlahEpenyerapanLtenagaPkerja di JawaTBarat dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini. 

Grafik 1. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja  di Jawa Barat  
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Sekurang.–.kurangnya 2 juta.lapanganFperkerjaan baru, dalam kurun waktu 

tahun 2010.–.2019 jumlahFpenyerapanFtenaga kerja di JawaFBarat relatif 

meningkat dengan jumlahFangkatan kerja terbanyak sebesar 2.538.637 jiwa pada 

Kabupaten Bogor tahun 2019 dan jumlah penyerapanFtenaga kerja terkecil 

diterima KabupatenFPurwarkarta pada tahun 2011 sebanyak 340.411 jiwa. 

Rendahnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Purwarkarta disebabkan karena 

perusahaan-–-perusahaan merasa berat jika harus membayar upahFminimum yang 

semakinFtinggi, sehingga pada akhirnya perusahaanFbonafit lebih 

banyak.menggunakan teknologi dengan pemanfaatan tenagaFrobot yang 

menyebabkan aktivitas penyerapan tenaga kerja di daerah ini belum bisa 

memenuhi permintaanFkerja dari masyarakat.  

Tingginya penyerapanFtenaga.kerja di KabupatenFBogor disebabkan karena 

masih banyaknya yangFbekerja pada sektorFpertanian. Hal ini sesuai dengan 

potensi alam yang dimiliki oleh KabupatenFBogor, bahwa sektor pertanianFmasih 

menjadi sektor.yang paling banyak dalam menyerapKtenaga kerja setelah 

sektorKperdagangan, jika.dibandingkan dengan sektor lain yang terdapat di 

KabupatenKBogor sektorKpertanian memiliki urutan ke dua dalam 

menyerapKtenagaKkerja.  

Jumlah penyerapanKtenaga kerja di JawaKBarat ternyata mengalami 

penurunan pada KabupatenKCiamis di tahun 2015 yang disebabkan karena masih 

rendahnyaKpendidikan yang ditempuh pendudukKKabupatenKCiamis, yaitu 

dengan pendidikanGterakhir sekolah menengahGatas (SMA). Hal tersebut yang 

membuat paraGpenduduk sulit mendapatkanGpekerjaan. 

Salah satu faktor yangGmempengaruhi tinggi rendahnyaGpenyerapan 

tenagaGkerja yaitu faktor laju pertambahan penduduk, seperti halnya di 

provinsiGJawaGBarat. JumlahGpenduduk yang besar dapatGmenggerakkan pasar 

dari sudut permintaan melalui.multiplierGeffect karena adanya aggregat 

demandGyang tinggi. Sebagai sumber tenagaGkerja jumlahGpenduduk yang 

besar dapat menjadi penggerakGperekonomian.dari sisi penawaran, namun 

pertumbuhan jumlahGpenduduk yang semakinGmeningkat apabila tidak 

diimbangi denganGpeningkatanGkesempatanGkerja akan mengakibatkan 

terjadinya masalahGketenagakerjaan seperti semakinGtinggi angka 
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pengangguranGyang dapat meningkatkan probabilitas kemiskinan, kriminalitas 

dan fenomenaGsosial ekonomi diGmasyarakat (Khoirunnisa, 2020) 

JumlahGpenduduk yang relatifGmenigkat di JawaGBarat tahun 2010 – 

2019 dapat dilihat padaGgrafik dibawah ini.  

Grafik 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Jawa Barat 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

Pada periode tahun 2010-2019 jumlahKpenduduk JawaQBarat relatif 

meningkat dengan jumlahQpendudukQtertinggi terdapat di KabupatenQBogor 

sebesar 5.965.410 juta jiwaQyang disebabkan karenaQtingginya tingkat 

kelahiranQbayi tiap tahunnyaQdengan rata – rata kelahiranQ100 bayi per harinya. 

Pada 2014 jumlahQpenduduk KabupatenQCiamis mengalami penurunanQdari 

tahun sebelumnyaQyaitu menjadi 1.162.102 jutaQjiwa yang 

disebabkanQkarenaQbanyaknya pendudukQyang mengikuti program keluarga 

berencana,Qdan di tahun yang sama tingkatQkematian di KabupatenQCiamis 

mengalamiQpeningkatan.  

PeningkatanQpenduduk secaraQterus – menerus ternyata tidak selalu 

mendukung penyerapanQtenagaQkerja, hal ini didukung oleh teoriQMalthus yang 

menyatakan bahwaQsemakin pesatnya jumlahQpenduduk akan 

menghasilkanQtenagaQkerja yang semakinQbanyak pula, namun hal ini tidak 

diimbangi dengan kesempatanQkerja yang ada karena jumlahQkesempatan yang 

sedikit itulah makaQmanusia saling bersaingQdalam memperoleh pekerjaan dan 
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yang tersisih dalamQpersaingan tersebut menjadi golongan penganggur 

(Qodrunnada, 2017). 

FaktorQselanjutnya yang akan mempengaruhi tenagaQkerja untuk bekerja 

adalah upahQminimum. UpahQjuga menjadi faktorQutama bagi para 

pencariQkerja di provinsiQJawaQBarat, dengan adanyaQupah akan meningkatkan 

semangatQparaQpekerja dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi 

upahQyang diberikan, maka paraQpekerja juga akan 

meningkatkanQproduktivitasnya dan produksiQyang dihasilkan akan 

mencapaiQtarget (Priyono & Ismail, 2012). 

Grafik 3. Upah Minimum Menurut Kabupaten di Jawa Barat  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

KabupatenDBogor masih menjadi KabupatenDdengan upahDtertinggi di 

antara yang lain, dengan jumlahDupah tahun 2017Dsebesar Rp 3.204.551,81 

danDterus meningkat hinggaDtahun 2019 sebesar Rp 3.763.405,88. Peningkatan 

upahDminimum KabupatenDBogor tahun 2019 sudah disesuaikan 

denganDperhitungan dari besarnyaDinflasi sebesar 3.39% ditambahDbesaran data 

pertumbuhanDPDRB sebesar 5.12%. Pada tahun 2010 KabupatenDSukabumi 

memiliki upahDminimum terendah di JawaDBarat, yaitu sebesar Rp 671.500. atau 

naikDberkisar 6.59% dari tahunDsebelumnya, sedangkanDdilihat dari jenis usaha, 

tercatatDbahwa untukDindustri susu suplement/isonotik dan esDkrim menempati 

upahDtertinggi dibanding sektor usahaDlainnya.  
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TingkatDupah yang relatif meningkat seharusnya mampu meningkatkan 

penyerapanDtenagaDkerja yang ada di JawaDBarat. Menurut Keynes 

karyawanDakan bergantung padaDupah yang dibayarkanDperusahaan, upah 

yangDtinggi akan meningkatkanDproduktivitas karyawanDdalamDbekerja. 

PeningkatanDupah juga ditandai denganDkenaikkan permintaanDbarang dan jasa. 

KenaikkanDpermintaan barang danDjasa akan menyebabkan produksi barang 

danDjasa perusahaanDmeningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

jumlahDtenagaDkerja yang dibutuhkan. Hal iniDmenunjukkan bahwa 

kenaikkanDupah secara tidak langsung dapat meningkatkan kesempatanDkerja 

(Priyono & Ismail, 2012).  

Hal ini tidakDsesuai bagi prinsipDperusahaan yang membayarkanDupah, 

upahDbagi perusahaanDmerupakan biaya produksi yang harus ditekan serendah – 

rendahnya supayaDharga barang yangDdiproduksi tidak terlalu tinggi, sehingga 

keuntunganDyang diperoleh tinggi (Asyhadie, 2017). 

PeranDpemerintah sangat besar untuk menentukan rodaDperekonomian, hal 

ini dapatDdilihat dari besaran pengeluaranDpemerintah yangDdikeluarkan oleh 

pemerintahDuntukDpendidikan. PemerintahDsangat berhati-hati dan 

memperhitungkanDbetul dalam hal memperbesarDpengeluaranDpemerintah 

yangDdikeluarkannya, sebab jika hal itu tidakDdilakukan dengan hati-hati maka 

akan terdapatDpihak yang terkena imbas dariDkebijakan yang dibuat pemerintah 

(Serang, 2017). 

PengeluaranDuntuk fungsiDpendidikan ditujukanDuntuk pemerataan 

pendidikanDbagi semuaDkalangan sehingga akan semakin banyakDsumber 

dayaDmanusia yangDberkualitas. SumberDdayaDmanusia yangDberkualitas akan 

memilikiDprobabilitas lebih besar untuk memasukiDpasarDkerja sehingga pada 

akhirnyaDakan meningkatkanDpenyerapanDtenagaDkerja (Althofia & Agustina, 

2015). 

AlokasiDbelanja sektorDpendidikan di ProvinsiDJawaDBarat pada 

TahunD2019 sebesar Rp11,38 triliun dengan tingkatDpenyerapan 97,010%. 

AlokasiDbelanja sektorDpendidikan ini ditujukanDpada program – program 

maupun outputDstrategis di bindangDpendidikan sepertiDIndonesia pintar, 

beasiswa,Dpembangunan danDrehabilitasi sarana - prasaranaDpendidikan, 
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pengembanganDdan pelatihanDtenaga pendidik, serta tunjangan dan 

tambahanDpenghasilan bagiDpengajar (guru dan dosen). 

Grafik 4 Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan di Jawa Barat  

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 

Berdasarkaniigrafik 4 diatas, terlihat bahwa pengeluaraniipemerintah untuk 

pendidikan dariii2010-2019 terusiiberfluktuasi. KabupateniiiBogor menjadi 

Kabupateniidengan total pengeluaran pendidikan terbesar, yaitu Rp 

2,429,340,000,000 pada tahun 2018, laluiiturun pada tahuniii2019 sebesar 

1.603.540.000.000 yangiidiakibatkan karena penurunan pendapatan keseluruhan di 

KabupateniiBogor. Pengeluaran pendidikan terendah diterima oleh 

KabupateniiiCiamis, yaitu sebesar  Rp 7,440,915,000 pada tahun 2010. Rendahnya 

pengeluaranipendidikan di KabupateniCiamis disebabkan karena tidak 

terserapnyaiianggaran yang tersedia. Rendahnya keterserapan anggaran 

pendidikaniiidisebabkan karena anggaran pada tahun 2010 lebih 

diprioritaskaniiiipada upaya - upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor 

perumahan dan sektoriilainnya yang rusak akibat bencanaiialamiigempaibumi 

(Bappeda, 2014). 

Menurut teoriWklasik AdamWSmith tidak perlu adanya campur tangan 

pemerintahWdalam setiap kegiatanWperekonomian. Smith berpendapat bahwa 

adanyaWcampur tanganWpemerintah hanya merugikan dan membuat setiap 

individu kehilanganWkebebasan dalam menentukan kegiatan ekonomi. Hal ini 

tidak sejalan dengan pendapatWKeynes, yang menyatakan perlu adanyaWcampur 
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tanganWpemerintah dalam menjalankan perekonomian. CampurWtangan 

pemerintah ini denganWmemberikan kesempatan kepada 

masyarakatWberpenghasilan rendah untuk bisa mengenyamWpendidikan agar 

memperolehWkehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui 

pengeluaranWpemerintah (Althofia & Agustina, 2015).  

PengeluaranWpemerintah yangWselama iniWdikeluarkan pemerintah 

ternyata tidak mempercepatWpenyerapanWtenagaWkerja yang ditandai dengan 

masih rendahnya peningkatanWproduktivitas. Pemerintah harus lebih bijaksana 

dalamWpengalokasianWpengeluarannya untuk sektor – sektor ekonomiWyang 

masih potensial, dan pengeluranWpemerintah hendaknya lebihWdioptimalkan 

untuk biayaWpengembangan sumberWdaya manusia yang lebih merataWserta 

menciptakanWproduktivitas yang dapat menyerap tenagaWkerja 

(Ziyadaturrofiqoh et al., 2019). 

PenulisWtertarik mengambilWtema ini karena jika dilihat dari data 

jumlahWpenduduk, tingkatWupah, dan pengeluaranWpemerintah untuk 

pendidikan di JawaWBarat sudah relative tinggi, namun tenagaWkerja masih 

menjadi permasalahan di JawaWBarat. Adanya ketidaksesuainWantara teori 

dengan data yang ada. TeoriWKeynes mengatakan bahwa jumlahWpenduduk 

akan berpengaruhWterhadap penyerapanWtenaga kerja, namun pada data yang 

ada di tahun 2015 jumlahWpenduduk KabupatenWCiamis mengalami kenaikan, 

namun untuk jumlah penyerapanWtenagaWkerja menglami penurunan yang 

cukupMsignifikan. Pada tingkatMupah juga menunjukan adanya 

ketidaksesuaianMantara teori dengan data, terlihat di tahun 2015 tingkat 

upahMminimum KabupatenMCiamis mengalamiMkenaikan dari tahun 

sebelumnya, tetapiMkeadaan tingkat penyerapanMtenagaMkerja menunjukan hal 

sebaliknya. TingkatMpenyerapanMtenagaMkerja KabupatenMCiamis 

mengalamiMpenurunan yang cukupMsignifikan dari tahun 2014. 

PenjelasanMdi atas didukung dengan adanya perbedaanMpendapat antara 

penelitian yangMdilakukan (Hartono et al., 2018) dengan judul 

PengaruhMProduk.DomestikMRegional Bruto (PDRB) dan UpahMMinimum 

Kota (UMK)MTerhadap PenyerapanMTenaga.Kerja yang memiliki hasil 

penelitian bahwaMUpahMMinimum Kota berpengaruhMterhadap 
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PenyerapanMTenagaMKerja. Hal ini tidak sejalanMdengan penelitian yang 

dilakukanM(Pratiwi & Aisyah, 2019) menyatakan bahwa upahMminimum 

tidakMberpengaruh terhadap penyerapanMtenaga kerja. Berdasarkan fenomena 

diatasMdan hasil penelitianMterdahulu, maka penulis tertarik untuk 

melakukanMpeneletian yangMberjudul “PENGARUHMJUMLAH 

PENDUDUK, UPAH MINIMUM, DANMPENGELUARAN 

PEMERINTAHMTERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 

PROVINSI JAWAMBARAT”. 

I.2  Rumusan Masalah 

PenyerapanMtenagaMkerja merupakan suatu kondisi adanya permintaan 

tenagaMkerja yang tercerminMdari tersedianya lapanganMkerja sehingga 

pendudukMyang bersedia dan mampuMbekerja dapat memperoleh pekerjaan. 

Penyerapan tenagaMkerja di JawaMBarat belum menunjukkan peningkatan yang 

signifikan. Dilihat dari persentaseMpenyerapan tenagaMkerja antar pulau Jawa, 

JawaMBarat masih berada pada urutanMkelima sebesar 91.96%. Padahal 

JawaMBarat memiliki faktorMpendukung yang dianggap dapat 

meningkatkanMpenyerapan tenagaMkerja, seperti jumlahMpenduduk atau 

tingkatMupah yang memadai. 

BerdasarkanMuraian di atas, maka dapat dibuatMperumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. BagaimanaTpengaruh JumlahTPenduduk terhadap PenyerapanTTenaga 

KerjaTdi Provinsi JawaTBarat? 

2. BagaimanaTpengaruh tingkat UpahTMinimum KabupatenTProvinsi Jawa 

BaratTterhadap PenyerapanTTenagaTKerja Di Provinsi JawaTBarat? 

3. BagaimanaTpengaruh PengeluaranTPemerintah terhadapTPenyerapan 

TenagaTKerja Di Provinsi JawaTBarat? 

I.3  Tujuan Penelitian 

1. UntukYmengetahui pengaruhYJumlahYPenduduk terhadapYPenyerapan 

TenagaYKerja di Provinsi JawaYBarat. 

2. UntukYmengetahui pengaruh tingkat UpahYMinimum Kabupaten 

terhadapYPenyerapan TenagaYKerja di Provinsi JawaYBarat. 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
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3. UntukYmengetahui pengaruh PengeluaranYPemerintah terhadap 

PenyerapanYTenagaYKerja Di Provinsi JawaYBarat. 

I.4  Manfaat Penelitian 

I.4.1  Manfaat Teoritis 

a. MenambahOpengetahuan mengenai pengaruhOjumlahOpenduduk, upah 

minimum,Odan pengeluaranOpemerintah untuk pendidikanOterhadap 

penyerapanOtenagaOkerja di ProvinsiOJawaOBarat. 

b. Sebagai bahanOinformasi penelitianOselanjutnya tentangOpengaruh 

jumlahOpenduduk, upahOminimum, dan pengeluaranOpemerintah 

terhadapOpenyerapan tenagaOkerja di Provinsi JawaOBarat. 

I.4.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahanOpertimbangan pemerintahOdalam memperhatikan 

tingkatOpenduduk, standar upahOminimum Kabupaten dalam 

penyerapanOtenagaOkerja. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian iniOdiharapkan dapat memperluasOpengetahuan serta 

wawasanOterhadap permasalahOpenyerapan tenagaOkerja. 
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